PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman Sago-Painan, Kabupaten Pesigir Selatan; Sumatera Baral 95651 ,
Telepon dan Faksimile (0756) 746423
Laman : hitp:/ /dishub.pesisirselaiankab.go.id, Pos el dinasperhub ungangpesisirselamnlab,. go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NOMOR: 000.8.3.2/|.§ /Dishub/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a.  Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban
berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan,
setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan
standar pclayanan;

b.  bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja
dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada huruf a,
maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Standar Pelavanan
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Sclatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonem Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25}, jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keusngan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor tahun 2009 Nomor

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);




‘l‘..l'l

10.

11.

12,

13.

14,

15,

16.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pemerintah Pusal dan Pemerintah Daersh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012
tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5317};

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

Peraluran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomwor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan .Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 2021 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan
Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13
Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas.

Peraturan Menteri Perbubungan Republik Indonesia Nomor PM
133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor:



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 tahun 2016
Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;

18. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15
Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayvek;

19. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 47
Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum:

20. Peraturan Derah Kabupalen Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021
Tentang Peubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perengkat Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun
Anggaran 2024;

22. Peraturan Bupati (Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Wewenang Pelayvanan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 tahun 2018 Tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:

24. Peraturan Bupat Pesisir Selatan Nomor 169 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Ketja,
dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;

25. Peraturan Bupati Pesisir Nomor 41 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesgisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak
lerpisahlkan dari Keputusan ini;

Standar Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
meliputi ruang lingkup pelayanan :

Pengujian Kendaraan Bermotor

Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Perdesaan/Perkotaan
Peminjaman dan Pengembalian Rambu Rambu Portable
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Perparkiran

o e

Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh
penyelenggaraan/ pelaksanaan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja
pelayanan oleh Pimpinan penyelenggaraan, aparat pengawas, dan
masydarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;




KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini

X dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD)
Kabupaten Pesisir Selatan Tashun Anggaran 2024, dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2024;

KELIMA ¢ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 15 Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

. avargi. o
- Pemihina Tk. I (IV/b)
NIP-19680004 190308 1 001




LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PESISIE SELATAN
NOMOR : 000.8.3.2/ LI

/Dishub /2024
TANGGAL : 15 Januari 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN PESISIR SELATAN

1. SBlandar Pelayanan : Pengujian Kendaraan Bermotor
#. Uji Berkala Pertama

No. | Komponen Uraian
1. | Persyaratan : Sa]manf Futucup}r ll:lentl.tas Pem.r]J.k Kentia.rﬂ.an

2. Salinan/Fotocopy Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK).

3. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SEUT) atau
Pengesahan Rancang Bangun.

4, Membawa Kendaraan yang akan dilakukan
Pengujian.

5. Pada saat pendaftaran pemohon/seseorang yang
diberikan kuasa harus dapat menunjukan
Dokumen Asli

2. | Sistem, Mekanisme dan Proscdur | 1. Kendaraan wajib datang ke Unit Pelaksana
Penpujian Kendaraan Bermolor.

2. Menyerahkan Berkas permohonan Uji Berkala.

3. Penguji melaksanakan pemeriksaan kesesuaian
data dengan fisik kendaraan dan pemeriksaan
kelenglapan.

4.  Penguji menimbang berat kendaraan.

3.  Penguji mengukur dimensi kendaraan.

6.  Penguji menentukan JBI, Daya Angkut dan MST.

7. TPenguji melakukan pemeriksaan Laik Jalan
kendaraan.

E. Pengesahan dan percetakan BLUE oleh petugas
administrasi.

9. Pembubuhan Nemor Uji kendaraan oleh petugas.

10. Pelugas administrasi melakukan pencelakan
SMART CARD.

11. Petugas menyerahkan Bukti Lulus 1[i ke pemilik
kendaraan.

3, | Jangka Wakty Pelayanan | 45 Menit

4. | Biaya/Tarif | Gratis

5. | Produk Layanan Pelayanan Pengujian kendaraan Bermotor

6. | Penanganan Pengaduan, Sarana 1. Kotak saran dan pengaduan serta, Survey
dan Masukan Kepuasan Pelanggan

2. Eniail : unit pkb pesaclivahoo.co.id

3. No. HP: 082386721874

4 Formuiir Tndeks Kepuasan Masyarakat




7, | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2021
. Tentang Penyelenggaraan Bilang Lalu Lintas
Angkutan Jalan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133
Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156
tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji
Kendarsan Bermotor;
8. | Sarana dan Prasarana, danfatau | 1. Ruang Tunggu
tasilitas 2. Tempat Parkir -
3. Toilet
4. Komputer dan Printer
5. Bislem Pelavanan Online
6. Internet (WIFJ)
7. Gedung Uji Akreditasi B
| 8. Alat Uji Emisi Gas buang Kendaraan Bensin
9.  Alat Uji Emisi Gas buang Kendaraan Solar
10. Alat Uji Speedometer Tester
11. Alat Uji 8ide Slip Tesicr
12, Alat Uji Axle Load Meter dan Brake Tester
13. Alat Uji Lampu Utama (Headlight Tester)
14. Alat Uji Tint Tester
15. Alat Uji Soundlevel Meter
16. Alat Uji Play Detector
17. Timbangan Portable
| 18. Generator Seb
' 19. Kompresor
| 9. | Kompetensi Pelaksana Sarjana Telknik, Sarjana Ekonomi Manajemen/
Kompctensi Penguji/ Administrasi, Tenaga
Administrasi
10. | Pengawasan Intemal 1. Dilakukan oleh Atasan Langsung
2. Dilakukan oleh Tim Audit Internal
11. | Jumlsh Pelaksana 8 Orang
12. | Jaminan Pelayanan 1. Jam Pelayanan Mulai Jam 08.00 s.d 16.00 Wib
| 2. Bebas dari Pungli dan 'raktek KKN
13. | Jaminan Keamanan dan | 1. Bukti Lulus Uji Elektonik System Online (Smart
Keselamatan Pelayanan i Card)
| 2. Sertifikat UJji Berkala
3.  Stiker Hologram




14.

Evaluasi F_iinf:jé Pelaksana

1,

2.

Evaluasi Kinerja dilakukan melalni Survey
Kepuasan Masyarakat (SKM)

Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan
langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

. Mengisi Formulir Pend

aftaran
Salinan/Fotocopy Identitas Pemilik Kendaraan.
Salinan /Folocopy Sural Tanda Nomor Kendaraan
(STNK).
Salinan [/ [otocopy kartu Uji
Membawa Kendarsan yang akan dilakukan
Pengujian.
Pada saat pendaftaran pemohon/seseorang vang
diberikan luassa harus dapat menunjukan
Dokumen Asli.

Sistern, Mekanisme dan Prosedur

at

Pemnchon mendaltarkan dan mengilsi formulir
permohonan pada loket pendaftaran

Pemohon memasukan kendaraan ke gedung uji
untuk dilakukan uj oleh Penguji

Penguji melaksanakan pemeriksaan Kesesuaian
data dengan fisik kendaraan dan pemeriksaan
kelenglapan.

Penguji melaksanakan Pra Uji dengan memeriksa
lampu-lampu, dimensi, body, rangks, kaca, roda
system kemudi, mesin garden, alat control
indicator dan perlengkapan lainnya

Penguji memeriksa Emisi gas buang (bensin)
Smoke tester (solar), Play Detektor (bawah
kendaraan) Side Slip Tester, Lampu Utama
(headiight Tester) Axie lvad dan brake tesier, Tint
Tester, Soundlevel meter tester, speedometer
tester.

Pengesahan dan percetakan BLUE oleh petugas
administrasi.

Petugas administrasi melakukan pencetakan
SMART CARD.

Petugas menyerahkan Bukti Lulus Uji ke pemilik
kendaraarmn,

3.

Jangka Waktu Pelayvanan

30 Menit

4.

Biaya/Tarif

Gratis

¥

Produk Layanan

Pelayanan Pengujian kendaraan Bermotor

6.  Penanganan Pengaduan, Sarana

U

o
3.
4

Kotak saran dan pengaduan serta, Survey
Kepuasan Pelanggan

Email : unit_pkb_pesselityahoo.co.id
No. HP : 082386721874

Formulbir Indeks Kenuasan Masvarakar




| 7. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

|' Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 5025);

2.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran

. Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317).

3. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas

1 ﬁngkuta.ﬂ Jalan. :

. 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133
Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor.

5. Peraturan Menteri Pethubungan Nomor PM 156
tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji

Kendaraan Bermotor.
8. | Barana dan Prasarana, danfatan 1. Rusang Tunggn
fasilitas 2, Tempat Parkir
3. Toilet
| 4.  Komputer dan Printer
5. Sisicm Pelayanan Online
6. Internet (WIFT)
7. Gedung Uji Akreditasi B
8.  Alat Uji Emisi Gas buang Kendaraan Bensin
9.  Alat Llji Emisi Gas buang Kendaraan Solar
10. Alat Uji Speedometer Tester
11. Alat Uji Side Slip Tester
12. Alat Uji Axle Load Meter dan Brake Tester
13. Alat Uji Lampu Utama (Headlight Tester)
j 14. Alat Uji Tint Tester
15. Alat Uji Soundlevel Meter
| 16. Alat Uji Play Detector
17. Timbangan Portiable
i 18, Generator Set
19. Kompresor
| 9. | Kompetensi Pelaksana Sarjana Teknik, Sarjana Ekonomi Manajemen/
g | Kompetensi Penguji/ Administrasi, Tenaga
i Administrasi
10. | Pengawasan Intcrnal 1. Dilakukan oleh Atasan Langsung
2. Dilakukan oleh Tim Audit Internal
- 1l. | Jumlah Pelaksana 8 Qrang ,
| 12. | Jaminan Pelayanan 1. Jam Pelayanan Mulai Jam 08.00 s.d 16.00 Wib |
2.  Bebas dari Pungli dan Prakiek KKN '




13. | Jaminan Keamanan dan 1. Bukti Lulus Uji Elektonik System Online (Smart
Keselamatan Pelayanan card)
2.  Sertifikat Uji Berkala
3. Stiker Ilologram
14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana i Evaluasi Kinerja dilakukan melahai Survey
Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan
langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
o, Numpang Uji
| To -
No. Komponen Uraian
1. | Persyaratan 1. Mendapatkan Rekomendasi dari Unit Pelaksana
Uji  berkala kendarsan bermotor tempat
kendaraan bermotor bersangkutan Lerdaftar.
2. Balinan/Fotosopy Surat Tanda Nomor Kendaraan
[STNK].
3. Salinan / fotocopy kartu Uji.
4. Membawa Kendaraan vang akan dilakukan
Pengujian.
5. Pada saat pendaftaran pemohon/scscorang vang
diberikan kuasa harus dapat menunjukan
_ Dokumen Asli, = y
2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. Pemohon mendaftarkan dan mengisi formulir
permohonan pada loket pendaftaran
2.  Pemohon memasukan kendaraan ke gedung uji
untuk dilakukan uji oleh Penguji
' 3.  Penpuji melaksanakan pemeriksaan kescsuaian
data dengan fisik kendaraan dan pemeriksaan
kelenglapan.
4. Penpgujp melaksanakan Pra 11 dengan memerikss
lampu-lampu, dimensi, body, rangka, kaca, roda
; system kemudi, mesin garden, alat control
indicator dan perlengkapan lainnya
5. Penguji memeriksa Emisi gas buang (bensin)
Smoke tester (solar), Plav Detektor (hawah
kendaraan) Side Slip Tester, Lampu Ulama
(headlight Tester] Axle load dan brake tester, Tint
Tester, Soundlevel meter tester, speedometer
tester.
fo. Pengesahan dan percetakan BLUE oleh petugas
administrasi.
7. Petugas administrasi melakukan pencetakan
SMART CARD.
8. Petugas menyverahkan Bukti Lulus Uji ke pemilik
kendaraan,
3. | Jangka Waktu Pelayanan 30 Menit
Biaya /Tarif Gratis
Produk Lavanan Pelayvanan Pengujian kendaraan Bermotor




L

Penanganan _Pnngadnan, Sarana

dan Masulas

Kotak saran dan pengaduan serta, Survey
Kepuasan Pelangman
Email : unit pkb pesselfivehoo.co.id |

No. HP : DB2386721874
Formulir Indeks Kepuasan Magyarakat

A (ah e e PSR e e e ;.'---' P e =
7. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 teniang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indoncsia Nomor
55 Tehun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317). ‘
3. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas
Angkutan Jalgn.
4.  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133
Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkals
Kendaraan Bermotor.
5. DPeraturan Menteri Perhubungan Nomoer PM 156
tahun 2016 Tentang Kompelensi Penguji
Kendaraan Bermotor.
B. | Sarana dan Prasarana, dan/atau | 1 Ruang Tunggu
fasililas 2 Tempat Parkir
3. Toilet |
4. Komputer dan Printer 5
5. Sistem Pelayanan Online '
f internet (WIFI)
7 Gedung Uji Akreditasi B
&. Alat Uji Emisi Gas buang Kendaraan Bensin
9. Alat Uji Emisi Gas buang Kendaraan Sclar
g 10. Alat Uji Speedometer Tester
11. Alat Uji Side Slip Tester ,
12, Alat Uji Axie Load Meter dan Brake Tester |
13. Alat Uji Lampu Utama (Headlight Tester)
14.  Alat Uji Tint Tester
15. Alat Uji Soundlevel Meter
16. Alat Uji Play Detector
17. Timbangan Portable
18. Generator Set
19. Kompresor
9, | Kompetensi Pelaksana Sarjana Teknik, Sarjana Ekonomi Manajemen/
Kompelensi Penguji/ Administrasi, Tenaga
Administrasi
10. | Pengawasan Internal 1. Dilakukan oleh Atasan Langsung
2. Dilakukan olch Tim Audit Internal




$1.-

Jumlah Pelaksana

12, |

8 Orang

Jaminan Pelayanan

13.

1.

Jam Pelayanan Mulai Jam 08.00 s.d 16.00 Wib

Jaminan Keaﬁ_wnan dan
Keselamatan Pelavanan

14,

| Evaluasi Kinerja Pelaksana

2. DBebas dari Pungli dan Prakiek KKN
1. Bukti Lulus Uji Elektonik System Online (Smart
_ Card)
| 2. Sertifikat Uji Berkala
3. Stker Hologram
1. Evaluasi Kinerja dilakukan melalui ﬁuwe:,r
Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Evaluasi berdasarkan pengawssan atasan

langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

2. Standar Pelayanan : Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Perdesaan/Perkotaan

L5

No. | Komponen

Persyaratan

B =

RN

0 =1 o

o

. pejabat teknis perhubungan.

Lraian

Permohonan.

Foto Copy akta perusahaan bagi yang berbadan
hukum.

Foto Copy KTP.

Foto Copy NFWP.

IFoto Copy Izin usaha angkutan yang lama {untuk
perpanjangany.

Daftar kendaraan.

Foto Copy STNK.

Foto Copy uji kendraan yang telah dilegalisir

Bukti kepemilikan atau penguasaan atau
kerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan
tempat penvimpaan (pool) kendaraan.

Foto Copy Izin Tempat Usaha (SITU).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Menerima  surat pengantar dan  berkas
persyaratan dari Tim PTSP

Memeriksa  kelengkapan  persyaratan dan
membuat drall rekomendasi izin travek anghkutan
perdesaan/ perkolaan

Memeriksa, menelaah, mengoreksi dan memaraf
draft rekomendasi izin trayek angkutan
perdesaan/ perkoetaan

Memarafl draft rekomendasi izin trayek angkutan
perdesaan/ perkotaan

Penandatanganan rekomendasi izin trayek
angkutan perdesaan

Penverahan rekomendasi izin trayek angkutan
perdesaan / perkotaan ke PTSP

Jangka Waktu Pelayanan

Bia;_,r_a J/Tarif

5 hari kerja sepanjang persyaratan lengkap d.ELt‘_l benar

Gratis

Produk Layanan

Rekomendasi Izin Trayek Angkutan
Perdesaan/Perkotaan




6. | Penanganan Pengaduan, Sarana 1. Kotak saran dan pengaduan serta, Survey
dan Masukan Kepuasan Pelanggan

2. Email ; dishubpesisirselatan201 7 gmail.com

3. Ne. HP. 082170379011

4. Furmulir Indeks Kepuasan Masyarakat

ks 1A, | Al =l e i L ".'.'| .-ll-:.'.. ..1:,.I 8 R ,_L'.- i l

Dasar Hukum . Undang-Undang Nomor 22 Talwn 2008 Te
Lalu Lintas dan Angkulan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesiz Tahun 2009 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republilkk
Indonesia 5025).

2. Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomaor
00 Tahun 2012 i{entang Kendaraan | Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
120, Tambahan Lembaran WNegara Republik
[ndonesia Nomor B317).

3. Peraturan Pemerintah No 30 tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas
Anglkutan Jalan.

4. Peraturan Menteri Pethubungan Nomor PM 133
Tahun 2015 Tenlang Pengujizn’ Berkala
Kendaraan Bermotor.

5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermator Umum Dalam Trayek.

6. Peraturan Bupat: Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun
2017 lentang Pendelegasian Wewenang
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Dinas Penanaman Maodal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir

Sclatan.
8. | Barana dan Prasarana, dan/atau 1. Ruang Tungeu
fasilitas 2. Tempat Parlir
3. Toilet
, 4. Komputer dan Printer
3. Sistemn Pelayanan Online
6. Internet (WIFI)
9. | Kompetensi Pelaksana SMA s/d 8.1 by
10. | Pengawasan Internal 1. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
2. Kepala Scksi Angkutan
11. | Jumlah Pelaksana “HE_Drang
12, | Jaminan Pelayanan 1. Jam Pelayanan Mulai Jam 08.00 =.d 16.00 Wib
2. Bebas dari Pungli dan Praktek KKN |
13. | Jaminan Keamanan dan 1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Keselamatan Pelayanan Risiko melalui Sistem Online Single Subrmssion
(0SS)

2. Surat Rekomendasi Izin Trayek Angkutan
Peredesaan /Perkotaan melalu Sistem SRIKANDI
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Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi Kinerja dilakukan melalui  Survey
Kepuasan Masyarakat {(SKM)

Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan
langsung terkail kinerja dan kedisiplinan

3. Standar Pelayanan : Peminjaman dan Pengembalian Rambu Portable
a. Peminjaman Rambu Portable

No. | Komponen

| Persyaratan

Scan KTP
Scan Surat Surat Keterangan lzin Pemakaian
Jalan/Scan Surat Izin Keramaian dari
Kepolisian.

Sistem, h_r[élcﬂniﬂme dan Prosedur

10.

L1,

Membuka Laman Website Resmi Dinas
Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan,

Mengisi Formulir Pendaftaran Pc:la‘sfanan
Peminjaman Rambu Portabel Secara
Mengajukan Permohonan Peminjaman Ram'ml
Portable secara Online melalui Website Resmi
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
Petugas menerima File Berkas Permchonan
Peminjaman Rambu sccara Online Melahai
Laman Website Resmi Dinas Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengunduh, memeriksa dan menyimpan berkas
permohonan secara Online.

Memproses penerbitan Herita Acara Peminjaman
Rambu Portabel.

Memberitahukan pemohon perihal pengambilan
Rambu Portable, penandatanganan berita acara
dan uang jaminan per unit Rambu Portabel.
Pemohon datang ke Kantor DDinas Perhubungan
pada Jam Dinas dan menunjukan KTP dan
Surat Izin Keramaian dari Kepolisian,
Penandatangan Bemita ACara Peminjaman
Rambu Portabel.

Menyerahkan uang jaminan peminjaman Rambu
Poltabel.

Menyerahkan Rambu Portabel untuk
dipinjamkan sesuai permohonan dari Pemohon.
Pengambilan foto dokumentasi peminjaman
Rambu Portabel.

Jangka Waktu Pelayanan

Waktu respon petugas terhadap permohonan
peminjaman Kambu Portabel maksimal 30
Menit.

Waktu pelayanan penerbilan berita acara hingga
penverahan  peminjaman Rambu  Rambu
Portabel maksimal 20 Menit

4.

| Biaya/Tarif

(iratis




5. | Produk Layanan  Peminjaman Rambu Portable

6, | Penanganan Pengaduan, Sarana 1. Form Pengaduan Forum Lalu Lintas dan

dan Masukan Angkutan Jalan vang terhubung dengan Laman
Websile Resmi Dinas Perhubungan Kabupaten
Pesisir Selatan.

2. Email : dishubpesisirselatan20 | 7@email.com

3. No. HP. 085728880564

7. | Dasar Hukum i 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5023).

2.  Peraturan PFPemerintah No. 30 t(ahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas
Anglkutan Jalan.

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 05
Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

4. Peraturan Menteri  Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 (entang
FEambu Lalu Lintas '

Ruang Tunggu

Tempat Parkir

Toilet

Komputer dan Printer
Sistem Pelayanan Online

Internet (WIFI)
Tempat Pemyimpanan Rambu Portebel

8. | Sarana dan Prasarana &anfatau
[asililas

R el <

0. | Kompetensi Pelaksana. SMA s/d S.1

10. | Pengawasan Internal 1. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
2.  Kepala Seksi Lalu Lintas

|
1
|

11. | Jumlah Pelaksana 2 Orang
12, | Jaminan Pelayanan 1. Jam Pelayanan Mulai Jam 08.00 s.d 16.00 Wib
: 2. Bebas dari Pungli dan Praktek KKN
13. | Jaminan Keamanan dan Surat Berita Acara Peminjaman Rambu Portabel
Keselamatan Pelavanan melalu Sistem SRIKANDI
14. | Evaluasi Kincﬁa Pelaksana | 1. Fvaluasi Kinerjia dilakukan melalui Laman |

Forum Lalu Lintas dan Angkuatan Jalan
Kabupaten Pesisir Selatan,

2, Evaluasi berdasatkan pengawasan atasan
langsung terkait kinerja dan kedisiplinan




b. Pengembalian Rambu Portable

Uraian

1. Rambu Portable yang telah dipinjam

2. Sural Berita Acara Peminjaman Rambu Portabel
yang diterbitkan Dinas Perhubungan Kabupaten
Pesisir Sclatan

No. | Komponen
1. | Persyaratan
b Siﬁtr:rirl, Mekanisme dan Prosedur

| 1. Pemohon datang ke kantor Dinas Perhubungan

Kabupaten Pesisir Selatan dengan membawa
Rambu Portabel yang telah di pinjam dan Surat
Berita Acara Peminjaman Rambu Portabel pada
jam dinas.

2.  Petugas memeriksa kondisi Rambu Portabel
yang telah dipinjamkan kepada Pemohon.

dan Masukan

Jangka Wakiu Pelayanan Wakiu pengambilan kembali Rambu Portabel dan
mengembalbikan uang pinjaman kepada Pemohon
meaksimal 30 Menit:

Biaya /Tarif Gratis

5. | Produk Lavanan Pengembalian Rambu Portable ]
6. | Penanganan Pengaduan, Sarana 1. Form Pengaduan Forum Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan yang terhubung dengan Laman
Website Resmi Dinas Perhubungan Kabupaten
Pesisir Selatan,

2.  Email ;: dishubpesisirselatan2017@gmail.com

3. No. HP. 085728880564

I 7. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

Lalu Tlintas dan Angkutan .Jalan (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 50235).

2. Peraturan Pemerintah No. 30 ahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas
Angkutan Jalan.

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95
Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Manajemen dan Rekavasa Lalu Lintas.

4., Peraturan Menieri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang
Kambu Lalu Lintas

Sarana dan Prasarana, dan/atau
fasilitas

Ruang Tunggu

Tempat Parkir

Toilet

Komputer dan Printer
Sistem Pelayanan Online
Internet (WIFI)

2
2.
3.
e,
5.
6.
7. Tempat Pemyimpanan Rambu Portebel

Kompetensi Pelaksana

SMA s/d S.1




10. | Pengawasan Internal 1. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Anglkutan
2. Kepala Seksi Lalu Lintas

11. | Jumlah Pelaksana 2 Orang

12, | Jaminan Pelayanan 1. Jam Pelayanan Mulai Jam 05.00 s.d 16.00 Wib
2. Bebas dar Pungli dan Praktek KKN

13. | Jaminan Keamanan dan Sural Berita Acara Peminjaman Rambu  Portabel

Keselamatan Pelayanan melalu Sistem SRIKANDI
14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana L. Ewaluasi Kinerja dilakukan melalui Laman

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kabupaten Pesisir Belatan.

2. Ewaluasi berdasarkan pengawasan
langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

alasan

4. Standar Pelayanan : Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum

. | Komponen

Uraian r

1. |Persyaratan 1. Permohonan dari masvarakat
2. Suku Cadang Pl
2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 1. Menernima pengaduan dari masyarakat baik
datang langsung ke Dinas Perhubungan
maupun secara tertulis, WA/SMS, dan Telepon.
2. Memproses pengaduan tersebut dan
berkoordinasi dengan tim tekmizs PJU (pihak
ketiga).
3. Survey ke lokasi untuk  melakukan
pemeliharaan PJU oleh Dinas Perhubungan dan
Tim Tekmnis PJU (pihak ketiga).
4. Mengganti Komponen yang rusak sehingga P.JU
dapal berfungsi kembali sebagaimana mestinya.
3. | Jangka Waktu Pelayanan 24 Jam
Elﬂ}ra;“lh rit Grﬂtis
5. | Produk Layanan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum
6. | Penanganan Pengaduan, Sarana 1. Kotak saran dan pengaduan
dan Masukan 2. Email: di esisirsela ail.co
5 7 No. Hp. 081277881195/082289233021/

et

Peraturan Pemerintahh Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negars!Daerab {Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6523),




2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pembukuan, [nventarisasi, dan Pelaporan
Barang Milik Daerah.

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47
Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan

Umum.
I
8. | Sarana dan Prasarana, danfatau 1 Kendaraan Operasional
fagilitas 2. Tangga PJU [Perlengkapan PJU
3. Suku Cadang PJU
4 Tempat penvimpanan suku cadang PJU
| 9. | Kompetensi Pelaksana | sMAs/dD.3
2. Kepala Seksi Pembangunan Prasarana
11. | .Jumlah Pelaksana 3 Orang Pegawai Dinas Perhubungan dan [‘m_z ‘i‘eLcnia_
PJU (Pihak Ketiga)
12. | Jaminan Pelayanan Pelavanan sampai PJU hidup kembali
13. | Jaminan Keamanan dan PB.JS Ketﬂnaghi':_éljaan
2 Keselamatan Pelavanan TSNS
14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana Kepala Bidang Prasarana

1,
2. Kepala Seksi Pembangunan Prasarans
3  Tim Teknis PJU (Pihak Ketiga)

2. Standar Pelayanan : Perparkiran

No.

! Komponen

| Persyaratan

1. Kendaraan

: 2. Karcis
2 "E:ismm, Mekanisme dan Prosedur | 1. Pemilik kendaraan/ pengemudi memasuki area
perpakiran untuk memakirkan kendaraanva.

2. Mengarahkan kendaraan kearah parkir yang
telah disediakan agar kendaraan tertata dengan
rapi dan memudahkan untuk keluar sehingga
tidak terjadi kemacetan.

3.  Memarkirkan kendaraan pada tempat parkir.

4.  Memberikan karcis kepada pemilik kendaraan 1

5. Membayar retribusi parkir

3. | Jangka Waktu Pelayanan | 5 Menit i~
4, | Bigya/Tarif | 1. Kendaraan Roda Empat Rp. 5.000,-
2. Kendaraan Roda Dua Bp. 2.000,-
3. Bus Sedang Rp. 10.000,-
4. Bus Besar Rp. 20.000,-
s | Produk Layanan Perparkiran




Kotak saran dan pengaduan
Email : dishubpesisirselatan2017@gmail.com
No. Hp. 081363987646/083188112958

6. | Penanganan Pengaduan, Sarana
dan Masukan

L b2 =

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5025).

2.  Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2021

Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas

Anglkutan Jalan.
3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah |
8. | SBarana dan Prasarana, dan/atau | Tempat Parkir
fasilitas
9. | Kompeiensi Pelaksana { SMA s/dD.3
10. Pengﬂwﬂm Internal 1= Kepala Bidﬂﬂg Prasarana
2, [Kepala Scksi Pengoperasian Prasarana
11. | Jumlah Pelaksana 12 Orang ¢
12. | Jaminan Pelayanan Jam Pelayanan Mulal Jam 08.00 s.d 16. ﬂl‘.} Wib
13. | Jaminan Keamanan dan T{:r_mmm
Keselamatan Pelayanan . = E
14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana Petugas Parkir

SISIR SELATAN

Pmlﬁl’i:'th Th. 1 II‘V!‘h}
NIP. 19680904 199308 1 001




